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KABUPATEN BANJARNEGARA 
KECAMATAN PAGENTAN 

 
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGENTAN 

NOMOR : 144.1/19 TAHUN2021 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) 

 
DI DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 KEPALA DESA PAGENTAN,  

Menimbang : a.  Bahwa guna menunjang kedudukan Anggota BPD dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, dipandang perlu diberikan 
Tunjangan Kedudukan Anggota BPD Desa Pagentan Kecamatan 
Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021; 

  b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 49 
Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 
Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 tahun 2017 Tentang Badan 
Permusyawaratan Desa Desa Pagentan Kecamatan Pagentan 
Kabupaten Banjarnegara; 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa 
Pagentan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 



 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI 
tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1035); 

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 256; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 



 

 

Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2020 Nomor 07); 

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara 
Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Bagian Dari 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 33); 

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Jaminan 
Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50); 

18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26); 

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara 
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2018 Nomor 27); 

20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk 
Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2018 Nomor 28); 

21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 
2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 18); 

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38); 

23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 

24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2019 Nomor 47); 

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2018 Nomor 70); 

26. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2020 Nomor 19); 

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 56); 

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara 



 

 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kanupaten Bnajarnegara Tahun 
2020 Nomor 72); 

29. Peraturan Desa Pagentan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Beanja Desa Pagentan Tahun 2021 (Lembaran Desa 
Pagetan Tahun 2020 Nomor 09). 

    
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   
KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan KedudukanAnggota BPD Desa 

PagentanKecamatanPagentan Kabupaten Banjarnegara TahunAnggaran 
2020sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA  : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterbitkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 
DesaPagentanKecamatanPagentanKabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 
2020; 

KETIGA : Keputusaninimulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
 

 Ditetapkan di    : Pagentan 
pada tanggal     : 13Januari2021 
KEPALA DESA PAGENTAN, 
 
 
 
ABDUL KOHAR 

  
 
TEMBUSAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth . 

1. Camat Pagentan; 
2. Ketua BPDDesa PagentanKecamatanPagentan; 
3. Arsip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran I Keputusan Kepala Desa 
Nomor : 144.1/19 Tahun 2021 
Tanggal : 13Januari2021 
Tentang    : Penetapan Besaran Tunjangan 

Tunjangan KedudukanAnggota BPDdi 
DesaPagentanKecamatanPagentanKaB 
Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 

 

BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN ANGGOTA BPD 
DI PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

NO JABATAN 
BESARNYA 

TUNJANGAN 
KEDUDUKAN 

KETERANGAN 

1. Ketua Rp.300.000,- TunjanganKedudukandiberikansetiapbulanselama 
12 (duabelas) bulan. 2. Wakil Ketua Rp.225.000,- 

3. Sekretaris Rp.225.000,- 
4. Anggota Rp.200.000,- 
5. Anggota Rp.200.000,- 
6. Anggota Rp.200.000,- 
7. Anggota Rp.200.000,- 
8 Anggota Rp.200.000,- 
9 Anggota Rp.200.000,- 

 
 

 KEPALA DESA PAGENTAN 

 

 

ABDUL KOHAR 

 

 

 

 



 

 

Lampiran II Keputusan Kepala Desa 
Nomor : 144.1/19 Tahun 2021 
Tanggal : 13 Januari 2021 

 Tentang : Penetapan Besaran Tunjangan Kedudukan 
   Anggota BPDdi DesaPagentanKecamatan 

   PagentanKabupaten Banjarnegara Tahun  
   Anggaran  2021 

 
BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN ANGGOTA BPD 

DI DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO NAMA JABATAN 
BESARNYA 

TUNJANGAN 
KEDUDUKAN/bulan 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

KEDUDUKAN/12 bulan 
KETERANGAN 

1 HARIS ABDUL NADJIB Ketua Rp.300.000,- Rp.3.600.000,- TunjanganKedudukandiberikansetiapbulanselama 
12 (duabelas) bulan. 2 M. ZUFAR Wakil Ketua Rp.225.000,- Rp.            2.700.000,- 

3 RESMI BUDI ASTUTI Sekretaris Rp.225.000,- Rp.            2.700.000,- 
4 DJADMAULI Anggota Rp.200.000,- Rp.            2.400.000,- 
5 M. MASRUR Anggota Rp.200.000,- Rp.            2.400.000,- 
6 LATIFURROHMAN Anggota Rp.200.000,- Rp.            2.400.000,- 
7 MISRUN Anggota Rp.200.000,- Rp.            2.400.000,- 
8 TUMPUK RIYADI Anggota Rp.200.000,- Rp.            2.400.000,- 
9 TEGUH TEWUT Anggota Rp.200.000,- Rp.            2.400.000,- 

 
 JUMLAH  Rp.   1.950.000,- Rp23.400.000,- 

 
KEPALA DESA PAGENTAN 

 
 
 
 

ABDUL KOHAR 



 

 

 
 


